SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN

Menimbang

. -

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam
Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  berdasarkan  usulan  pemerintah  daerah,

perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk
verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk selanjutnya
ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

T



Mengingat

Menetapkan

KESATU

=T

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN
INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH.

Menetapkan Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2%

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi,
nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan
kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan  satuan,
penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri
bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan
pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan. ‘

Khusus terkait dengan penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku ketentuan:

a. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan  nomenklatur
perencanaan pembangunan diberlakukan mulai dari penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024;

b. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen
penganggaran daerah tahun anggaran 2024; dan

c. Untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah
penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah diberlakukan mulai dari tahun 2026 sehingga penyajian
laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang disajikan pada
tahun anggaran 2025 tetap dapat disandingkan dengan laporan

keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.

Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
ditambahkan dalam database klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya
diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



sillia

KEENAM : Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku pada tanggal
ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

inan sesuai dengan aslinya

ttd
Setya Hadi, S.STP, M.A.P

K.I (IV/b)

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Sosial,
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
24. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
25. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
26. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
30. Menteri Pemuda dan Olahraga;
31. Gubernur Seluruh Indonesia,;
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
33. Bupati dan Wali kota Seluruh Indonesia;
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
35. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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o . Terlaksananya Koordinasi|Jumlah kabupaten/kota yang
Koordinasi pembinaan . .
.|pembinaan Pengelolaan Dapur|mendapatkan pembinaan
Pengelolaan Dapur Sehat Atasi . . .
2| 14 [04(4.01(0018 ) . Sehat Atasi Stunting (DASHAT)|pengelolaan Dapur Sehat Atasi Kab/Kota
Stunting (DASHAT) di Kampung| .. . .
. di Kampung Keluarga|Stunting (DASHAT) di Kampung
Keluarga Berkualitas . .
Berkualitas Keluarga Berkualitas
s | 15 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2| 15 |02 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk
2| 1502]1.01 Jaringan LLAJ Provinsi
Pelaksanaan Penyusunan|Terlaksananya Penyusunan|Jumlah Dokumen Penyusunan
2 | 15 [02]1.01]|0001 |Rencana Induk Jaringan LLAJ|Rencana Induk Jaringan LLAJ|Rencana Induk Jaringan LLAJ Dokumen
Provinsi Provinsi Provinsi
Penetapan Kebijakan dan|Ditetapkannya Kebijakan dan|Jumlah Dokumen Penetapan
2 | 15 [021.01 0002 |Sosialisasi Rencana Induk|Tersosialisasinya Rencana Induk|Kebijakan dan sosialisasi Rencana Dokumen
Jaringan LLAJ Provinsi Jaringan LLAJ Provinsi Induk Jaringan LLAJ Provinsi
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Penetapan dan Sosialisasi|Ditetapkannya dan|Jumlah dokumen penetapan dan
Rencana Aksi Keselamatan Lalu|Tersosialisasinya Rencana Aksi|sosialisasi Rencana Aksi
1 . .
2 5 |02]1.0110004 Lintas dan Angkutan Jalan|Keselamatan Lalu Lintas dan|Keselamatan Lalu Lintas dan Dokumen
Provinsi Angkutan Jalan Provinsi Angkutan Jalan Provinsi
Eifi{:r?:a:l?s' K lPeniru Suil a;n Tersusun Rencana Aksi|Jumlah dokumen penetapan
21 15 |02[1.01]|0005 |, . phesclamatan MW g oselamatan  lalu  Lintas dan|Rencana Aksi Keselamatan Lalu Dokumen
Lintas dan Angkutan Jalan o . .
Provinsi Angkutan Jalan Provinsi Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Pelaksanaan' Evaluasi (Reviu) Terlaksanany:a Evaluasi (Reviu) Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana
Rencana Aksi Keselamatan Lalu|Rencana Aksi Keselamatan Lalu . .
2| 15 [02(1.01(0006 |, . . Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Dokumen
Lintas dan Angkutan Jalan|Lintas dan Angkutan Jalan .
.. . Angkutan Jalan Provinsi
Provinsi Provinsi
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)|Terlaksananya Evaluasi (Reviu)|Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan
2 |1 15 |02|1.01|0007 |Rencana Induk Jaringan LLAJ|Rencana Induk Jaringan LLAJ|Rencana Induk Jaringan LLAJ Laporan
Provinsi Provinsi Provinsi
2| 15 lo2|1.02 P‘enyedlaan l‘z’er%engkapan Jalan
di Jalan Provinsi
lah P 1 i
2| 15 lo2|1.02|0001 P.embangunap Prasarana Jalan Tf:rbangunny.a Prasarana Jalan Jum'a ~ Prasarana Jalan di Jalan Unit
di Jalan Provinsi di Jalan Provinsi Provinsi yang Terbangun
i i Jumlah Perlengk i
2| 15 lo2|1.02| 0002 Pfanyedlaan I'Der%engkapan Jalan T§rsed1anya .Per'lengkapan Jalan umlah Perlengkapan Jalan di Jalan Unit
di Jalan Provinsi di Jalan Provinsi Provinsi yang Tersedia
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2| 15 l0211.02|0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terlak.sananya Rehabilitasi dan Jumlah” Pr.asarana 'Jalan yang Unit
Prasarana Jalan Pemeliharaan Prasarana Jalan |Terehabilitasi dan terpelihara
e . Terlaksananya Rehabilitasi dan
Rehabil P lih Jumlah Perlengk Jal
2 | 15 [02]1.02|0004 | ° abilitasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Perlengkapan umaa o er.eng apan‘ el yaus Unit
Perlengkapan Jalan Jalan Terehabilitasi dan terpelihara
2| 15 loal|1.03 Pengelolaan . Terminal
Penumpang Tipe B
Penyusunan Rencana|Tersusunnya Rencana
Jumlah R Pemb
2| 15 [02(1.03|0001 |Pembangunan Terminal|Pembangunan Terminal um.a chicana .em angunan Dokumen
. i Terminal Penumpang Tipe B
Penumpang Tipe B Penumpang Tipe B
i lah T inal P Tipe B
2| 15 |o2!1.03|0006 Penga.lwasan Operasmnal Terlal;sananya Pe.ngawasan Jum a‘ errpma enumpang Tipe Unit
Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi
ST . . Terlaksananya Revitalisasi . YT
R 1 T 1 T B Jumlah T 1 d tal
2 | 15 02| 1.03| 0007 [cvitatisast  Terminal - lpe Bl o1 Tipe B (Fasilitas Utamal' oo - Crouna yang direvitalisast Unit
(Fasilitas Utama dan Penunjang) ) (Fasilitas Utama dan Penunjang)
dan Penunjang)
Jumlah T inal
Penyelenggaran Sistem Informasi|Terselenggaranya Sistem Muer; eellen aran er;r;ileam Infori::sgi
21 15 |102(1.03|0008 |[Manajemen Terminal|Informasi Manajemen Terminal YEEHEE . Unit
. ) Manajemen Terminal Penumpang
Penumpang Tipe B Penumpang Tipe B Tive B
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Peningkatan Kapasitas|Terlaksana Pemenuhan|Jumlah  Kebutuhan  Kompetensi
21 15 |02|1.03]|0009 |Kompetensi SDM Pengelola|Kapasitas Sumber Daya Manusia|Sumber Daya Manusia Pengelola Orang
Terminal Penumpang Tipe B Pengelola Terminal Tipe B Terminal Tipe B yang terpenuhi.
iZ?friniinan Tioe BTerm;nnal Terbangunnya Terminal Tipe B|Jumlah terminal Tipe B yang
2| 15 |02]1.03|0010],. P 'g ”p y gyang dilengkapi fasilitas utama|terbangun yang dilengkapi Fasilitas Unit
dilengkapi Fasilitas Utama dan . . oy .
o . dan fasilitas penunjang Utama dan Fasilitas Penunjang
Fasilitas Penunjang
Rehabilitasi dan Pemeliharaan|Terlaksananya Rehabilitasi dan|[Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas
2|1 15 |02[1.03|0011 |Terminal Tipe B (Fasilitas Utama|Pemeliharaan Terminal Tipe B|Utama dan Penunjang) yang Unit
dan Penunjang) (Fasilitas Utama dan Penunjang) [terehabilitasi dan terpelihara
Pelaksanaan Manajemen dan
2| 15 [02(1.05 Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi
Penataan Manajemen dan ’II\;[e;*Laksanany; Rek Penaiaa;n Jumlah Laporan Penataan
2|1 15 |02[1.05]0001 |Rekayasa Lalu Lintas Untuk|_ . ajemen can e, ayasa Laiu Manajemen dan Rekayasa Lalu Laporan
. .. Lintas Untuk Jaringan Jalan|,. . ..
Jaringan Jalan Provinsi Provinsi Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
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N

02

1.05

0003

Uji Coba dan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi

Terlaksananya Uji Coba dan
Sosialisasi Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan
Provinsi

Jumlah Dokumen Uji Coba dan
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi

Dokumen

15

02

1.05

0004

Pengawasan dan Pengendalian
Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Terlaksananya Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan untuk
Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Laporan

15

02

1.05

0005

Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan untuk Jaringan Jalan
Provinsi

Terlaksananya Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
untuk Jaringan Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
Jalan Provinsi

Laporan

15

02

1.05

0006

Penyelenggaraan Sistem
Manajemen Transportasi Cerdas

Terselenggaranya Sistem
Manajemen Transportasi Cerdas

Jumlah Pengadaan dan Pemasangan
Sistem  Manajemen  Transportasi
Cerdas

Unit

15

02

1.05

0007

Pengadaan dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan dalam
rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

Terlaksananya Pengadaan dan
Pemasangan Perlengkapan Jalan
dalam rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam
rangka Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas yang Dilaksanakan
Pengadaan dan Pemasangan

Unit
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Persetujuan Hasil Analisis
2| 15 [02(1.06 Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Provinsi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
2| 15 [02|1.06 0003 o . . Sinkronisasi  Penilaian  Hasil|Sinkronisasi Penilaian Hasil Laporan
Penilaian Hasil Andalalin . .
Andalalin Andalalin
Pengawasan Pelaksanaan|Terawasinya Pelaksanaan|Jumlah Laporan Rekomendasi
21 15 |02]1. 4 . .
06000 Rekomendasi Andalalin Rekomendasi Andalalin Andalalin yang Terawasi Laporan
. . o . .|Jumlah penilai Andalalin yang
P k. K oo .
2 | 15 |02]|1.06|0005 | 18 'atan ompetensi Penilai Mer%m'gkatnya . Kompetens ditingkatkan  kompetensinya dan Orang
Andalalin Penilai Andalalin . .
tersertifikasi
Peningkatan Kompetensi Penilai|Ditetapkannya Persetujuan|Jumlah Persetujuan Dokumen
21 15 1. . . .
02]1.0610006 Andalalin Dokumen Teknis Andalalin Teknis Andalalin yang ditetapkan Dokumen
Audit dan Inspeksi Keselamatan
1 1.07
2 5 02|10 LLAJ di Jalan
o1 15 lo211.07 0001 Peningkatan Kapasitas Auditor|Meningkatnya Kapasitas Auditor Jumlah Audltor dan Inspektor LLAJ Orang
dan Inspektor LLAJ dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya
2| 15 lo211.07]0003 Pelaksanaan Inspe.k31, Audit dan|Terlaksananya Inspel?sg Audit|Jumlah Laporan I.nspek31, Audit dan Laporan
Pemantauan Terminal dan Pemantauan Terminal Pemantauan Terminal
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02

1.07

0004

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Provinsi

Terlaksananya
dan
Persyaratan
Kompetensi

Inspeksi,

Audit

Pemantauan Pemenuhan
Penyelenggaraan
Pengemudi

Kendaraan Bermotor Provinsi

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Provinsi

Laporan

15

02

1.07

0005

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum

Terlaksananya Inspeksi,
dan Pemantauan
Manajemen

Audit
Sistem

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan  Sistem  Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

Laporan

15

02

1.07

0006

Monitoring dan evaluasi
Implementasi Batas Kecepatan

Terlaksananya
pengawasan

identifikasi
terhadap

dan

Implementasi Batas Kecepatan

Jumlah Ruas jalan yang
diidentifikasi dan dilakukan
pengawasan terhadap implementasi
batas kecepatan

Dokumen

15

02

1.07

0007

Pembangunan Rute Aman

Selamat Sekolah (RASS)

Terbangunnya Rute

Selamat Sekolah

Aman

Jumlah kawasan pembangunan Rute
Aman Selamat Sekolah  yang
terbangun

Unit

15

02

1.07

0008

Monitoring dan evaluasi
selamat sekolah (ZoSS)

zona

Terlaksananya
pengawasan terhadap
selamat sekolah (ZOSS)

identifikasi

dan
zona

Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah
(ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi

Dokumen
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Monitorine dan evaluasi Rute Terlaksananya identifikasi dan|Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah L
21 15 |02|1.07]|0009 Aman Selagmat Sekolah (RASS) pengawasan terhadap Rute|(RASS) yang diidentifikasi dan Da[i;)ran/
Aman Selamat Sekolah (RASS) diawasi oxumen
Peningkatan Kompetensi Penilai Mer%m'gkatny.a Komp.etens1 Jumlah Penilai Sistem Manajemen
. . Penilai Sistem  Manajemen|Keselamatan Perusahaan Angkutan
2 | 15 [02(1.07|0010 |Sistem Manajemen Keselamatan - Orang
Keselamatan Perusahaan|Umum yang ditingkatkan
Perusahaan Angkutan Umum .
Angkutan Umum kapasitasnya
Pembangunan Zona Selamat|Terbangunnya Zona Selamat|Jumlah Terbangunnya Zona Selamat .
15 [02|1.07(0011
2 2 Sekolah (ZOSS) Sekolah (ZOSS) Sekolah (ZOSS) Lokast
2| 15 lo2l1.07|0012 Pembangunan Implementasi|Terbangunnya implementasi ‘.Jumlah Rua.s jalan yang terpasang Unit
Batas Kecepatan batas kecepatan implementasi batas kecepatan
Pen1la1§1n Peme.nuhan ' dan Terp'enuhmya. dan Terl?ltnya Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen
Penerbitan  Sertifikat Sistem|Sertifikat Sistem Manajemen
21 15 |02|1.07|0013 . Keselamatan Perusahaan Angkutan Dokumen
Manajemen Keselamatan|Keselamatan Perusahaan Umum
Perusahaan Angkutan Umum Angkutan Umum
Pelaksanaan Inspeksi|Terlaksananya Inspeksi|Jumlah laporan Inspeksi
2|1 15 |02[1.07]|0014 |Keselamatan Angkutan pada|Keselamatan Lalu Lintas|Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laporan
Terminal Penumpang Tipe B Angkutan Jalan Jalan
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Pelaksanaan Pengawasan
g[eiﬁ?:;n?b'?%;ik;?;hzssgaizg Terlaksananya Uji Petik terhadap|Jumlah laporan Uji Petik terhadap
2| 15 [02|1.07[0015 . i . Unit Pelaksana Uji Berkala|Unit Pelaksana Uji Berkala Laporan
Bermotor Inspeksi, Audit dan
. ..|Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Pemantauan Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
2| 15021108 dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan|Terkendalinya dan Terawasinya|Jumlah Laporan pengendalian dan
Ketersediaan Angkutan Umum|KeTersediaan Angkutan Umum|pengawasan KeTersediaan Angkutan
2 | 15 |02]1.08]|0002 |untuk Jasa Angkutan Orang|luntuk Jasa Angkutan Orang|Umum untuk Jasa Angkutan Orang Laporan
dan/atau Barang Antar Kota|dan/atau Barang Antar Kota|dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
dalam 1 (satu) Provinsi dalam 1 (Satu) Provinsi (Satu) Provinsi
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Penyediaan Angkutan Umum|Tersedianya Angkutan Umum|Jumlah Armada Angkutan Umum
2| 15 |02!1.08|0003 untuk Jasa Angkutan Orang|untuk Jasa Angkutan Orang|luntuk Jasa  Angkutan  Orang Unit
' dan/atau Barang Antar Kota|dan/atau Barang Antar Kotaldan/atau Barang Antar Kota dalam 1 o
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [(Satu) Daerah Provinsi
Penetapan Kawasan Perkotaan
untuk  Pelayanan  Angkutan
2| 15 02100 Perkotaan  yang Melampaui
' Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Perumusan Kebijakan Penetapan|Tersusunnya Kebijakan|Jumlah Dokumen Kebijakan
Kawasan Perkotaan untuk|Penetapan Kawasan Perkotaan|Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
15 (02| 1.09 (0001
2 2 Angkutan Perkotaan|untuk  Angkutan Perkotaan|Angkutan Perkotaan Kewenangan Dokumen
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Provinsi
Sosialisasi dan  Uji  Coba|Terlaksananya Sosialisasi dan|Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
Pelaksanaan Kebijakan|Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan|Coba Pelaksanaan Kebijakan
2 [ 15 [02]1.09|0002 [Penetapan Kawasan Perkotaan|Penetapan Kawasan Perkotaan|Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Dokumen
untuk  Angkutan Perkotaan|untuk  Angkutan Perkotaan|Angkutan Perkotaan Kewenangan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Provinsi
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Penetapan Rencana Umum
Jaringan Trayek Antarkota
21 15 lo2l1.10 dalam Daerah Provinsi dan'
Perkotaan yang Melampaui
Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Perumusan Kebijakan Rencana|Tersusunnya Kebijakan Rencana|Jumlah Dokumen Kebijakan
21 15 |02(1.10|0001 [Umum Jaringan Trayek|Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek Dokumen
Antarkota Kewenangan Provinsi |Antarkota Kewenangan Provinsi |Antarkota Kewenangan Provinsi
Sosialisasi dan Uji Coba|Terlaksananya Sosialisasi dan|Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
2| 15 lo2!1.10| 0002 Pelaksanaan Kgbljakan Rencana|Uji Coba Pelaksanae-m Kebijakan|Coba Pelaksanaan. Kebijakan Dokumen
Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek
Antarkota Kewenangan Provinsi |Antarkota Kewenangan Provinsi [Antarkota Kewenangan Provinsi
Jumlah L Pelak
Sosialisasi  dan Uji  Coba|Terlaksananya Sosialisasi dan urr'1a. . ap01'*'an cagsanaan
.. .. .. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan Rencana|Uji Coba Kebijakan Rencana .. .
21 15 |02|1.10| 0003 i . Kebijakan Rencana Umum Jaringan Dokumen
Umum Jaringan Trayek|{Umum Jaringan Trayek
L. .~ |Trayek Perkotaan Kewenangan
Perkotaan Kewenangan Provinsi [Perkotaan Kewenangan Provinsi Provinsi
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Jumlah L Pelak
Sosialisasi  dan Uji  Coba|Terlaksananya Sosialisasi dan un.la. . ap01'*fe1n cagsanaan
.. .. .. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan Rencana|Uji Coba Kebijakan Rencana .. .
21 15 |02|1.10| 0004 . ] Kebijakan Rencana Umum Jaringan Dokumen
Umum Jaringan Trayek|{Umum Jaringan Trayek
L .~ |Trayek Perkotaan Kewenangan
Perkotaan Kewenangan Provinsi |Perkotaan Kewenangan Provinsi o
Provinsi
Perumusan Kebijakan Rencana|Tersusunnya Kebijakan Rencana|Jumlah Kebijakan Penetapan
21 15 |02|1.10| 0005 [Umum Jaringan Trayek|Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek Dokumen
Perkotaan Kewenangan Provinsi |Perkotaan Kewenangan Provinsi |Perkotaan Kewenangan Provinsi
Penetapan Rencana Umum
Jaringan Trayek Pedesaan yang
2115 |02]1.11 Melampaui 1 (satu) Daerah
Kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Perumusan Kebijakan Rencana|Tersusunnya Kebijakan Rencana|Jumlah Dokumen kebijakan Rencana
2| 15 [02(1.11 0001 |Umum Jaringan Trayek|Umum Jaringan Trayek|Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dokumen
Pedesaan Kewenangan Provinsi |Pedesaan Kewenangan Provinsi |Kewenangan Provinsi
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Sosialisasi dan  Uji  Coba|Terlaksananya Sosialisasi dan|Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
o1 15 lo211.11 0002 Pelaksanaan K§b1jakan Rencana|Uji Coba Pelaksanae}n Kebijakan|Coba elaksanaan. Kebijakan Dokumen
Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek|Rencana Umum Jaringan Trayek
Pedesaan Kewenangan Provinsi |Pedesaan Kewenangan Provinsi [Pedesaan Kewenangan Provinsi
Penetapan  Wilayah  Operasi
Angkutan Orang dengan
Menggunakan  Taksi dalam
2115 |02]1.12 Kawasan Perkotaan yang
Wilayah Operasinya Melampaui
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
.. Tersusunnya Kebijakan ..
Perumusan Kebijakan Penetapan ) .|[Jumlah Dokumen kebijakan
. . Penetapan  Wilayah  Operasi . .
Wilayah Operasi Angkutan penetapan Wilayah Operasi
Angkutan Orang dengan
21 15 |02(1.12]10001 |Orang dengan Menggunakan ) Angkutan Orang dengan Dokumen
. Menggunakan Taksi dalam i
Taksi dalam Kawasan Perkotaan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
.. Kawasan Perkotaan Kewenangan o
Kewenangan Provinsi Provinsi Perkotaan Kewenangan Provinsi




- 483 -

KODE
04 ~
7|25 Z
c|22|z|z | £
~|B P é 2 O NOMENKLATUR URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
PO | = s PROVINSI
Z | ©
< |C & =] 4
D (< g )
(B m 0
2 |m
Sosialisasi dan  Uji ”Coba Te”rlaksananya Somahsamn dan Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
Pelaksanaan Kebijakan|Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan ..
) ) ) .|Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan  Wilayah  Operasi|Penetapan  Wilayah  Operasi Penetapan Wilavah Operasi
2 | 15 [02(1.12 | 0002 |Angkutan Orang dengan|Angkutan Orang dengan P Y P Dokumen
) i Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi dalam|Menggunakan Taksi dalam .
Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Kawasan Perkotaan Kewenangan|Kawasan Perkotaan Kewenangan .
o o Perkotaan Kewenangan Provinsi
Provinsi Provinsi
. Tersusunnya Kebijakan|Jumlah dokumen kebijakan
Perumusan Kebijakan Penetapan . . . .
Wilayah Operasi Angkutan Sewa Penetapan  Wilayah  Operasi|penetapan Wilayah Operasi
215 (02]1.12| 0003 Angkutan Sewa Khusus dalam|Angkutan Sewa Khusus dalam Dokumen
Khusus dalam Kawasan
.. |Kawasan Perkotaan Kewenangan|Kawasan Perkotaan Kewenangan
Perkotaan Kewenangan Provinsi o o
Provinsi Provinsi
Sosialisasi  dan Uji  Coba T Jumlah laporan pelaksanaan
.. Terlaksananya Sosialisasi dan . .
Pelaksanaan Kebijakan]|, .. .. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Penetapan  Wilayah  Operasi Uji Coba Kebijakan Penetapan Kebijakan Penetapan Wilayah
21 15 |02|1.12| 0004 Wilayah Operasi Angkutan Sewa . Dokumen
Angkutan Sewa Khusus dalam Operasi Angkutan Sewa Khusus
Khusus dalam Kawasan
Kawasan Perkotaan Kewenangan .. |dalam Kawasan Perkotaan
. Perkotaan Kewenangan Provinsi .
Provinsi Kewenangan Provinsi
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Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
15 |102]1.13
2 2 Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin|Tersedianya Angkutan Orang|Jumlah Angkutan Orang dalam
Penyelenggaraan Angkutan|dalam Trayek Kewenangan|Trayek Kewenangan Provinsi dalam
Orang dalam Trayek|Provinsi dalam Sistem Pelayanan|Sistem Pelayanan Perizinan )
215 [02]1.13|0001 . .. . . . . Unit
Kewenangan Provinsi dalam|Perizinan Berusaha Terintegrasi|Berusaha Terintegrasi Secara
Sistem  Pelayanan  Perizinan|Secara Elektronik yang telah|Elektronik yang telah memenuhi
Berusaha Terintegrasi Secara|memenuhi persyaratan perizinan [persyaratan perizinan
Elektronik
Koordinasi dan  Sinkronisasi Térlaksgnagya Koordinasi - dan Jumlah Laporan Koordinasi dan
._|Sinkronisasi Pengawasan| .. L
Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Lein Sinkronisasi Pengawasan
2] 15 |02|1.13]|0002 |Penyelenggaraan Angkutan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Laporan
Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Angkutan Orang dalam Trayek
.. Orang dalam Trayek N
Kewenangan Provinsi .. Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
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Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Wilayah
Operasinya Melampaui Lebih
2| 15 ]02]1.14 dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Tt'irlaksa.nan.ya Koordinasi ~dan Jumlah laporan Koordinasi dan
._|Sinkronisasi Pengawasan| . .
Pengawasan Pelaksanaan Izin . |Sinkronisasi Pengawasan
Penyelenggaraan Angkutan Taksi Pelaksanaan lzin Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
2 | 15 |02|1.14|0003 | EB & .|Penyelenggaraan Angkutan Taksi o Y &8 Laporan
tidak dalam trayek sesuail,. .|Angkutan Taksi tidak dalam trayek
. . tidak dalam trayek sesuai . .
wilayah  operasi kewenangan| . . sesuai wilayah operasi kewenangan
.. wilayah  operasi kewenangan .
Provinsi .. Provinsi
Provinsi
Fasilitasi Pemenuha}n ’Ijersedlanya Angkutan Taks? Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam
Persyaratan Perolehan Izin[tidak dalam trayek sesuai . xrs .
Ao : ) trayek sesuai Wilayah kerja dalam
Penyelenggaraan Angkutan Taksi|Wilayah kerja dalam Sistem Sistem Pelavanan Perizinan
21 15 |02[1.14| 0004 |tidak dalam trayek sesuai|Pelayanan Perizinan Berusaha y' . Unit
) . ) ] ) .. |Berusaha Terintegrasi Secara
wilayah kerja dalam Sistem|Terintegrasi Secara Elektronik . )
.. . Elektronik yang memenuhi
Pelayanan Perizinan Berusaha|yang memenuhi persyaratan .
. . . .. persyaratan perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik perizinan
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Penetapan Tarif Kelas Ekonomi
untuk Angkutan Orang yang
Melayani Trayek antar Kota
dalam Daerah Provinsi serta
1 1.1
2 5 |02 > Angkutan Perkotaan dan
Perdesaan yang Melampaui 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Terlaksananya‘ Analisis - Tarif Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif
Angkutan Orang dan Angkutan Kelas Ekonomi Anglkutan Orang Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
21 15 |02|1.15]|0001 & & & dan Angkutan Perkotaan dan & & Dokumen
Perkotaan dan Perdesaan dalam Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
. Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah o
1 (satu) Daerah Provinsi .. dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Provinsi
Penyedlaan Data dar.1 Informasi Ter§ed1anya Data dap Informasi Jumlah Data dan Informasi Tarif
Tarif Kelas Ekonomi Angkutan|Tarif Kelas Ekonomi Angkutan .
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
21 15 |02[1.15]|0002 |Orang dan Angkutan Perkotaan|Orang dan Angkutan Perkotaan Dokumen
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dan Perdesaan dalam 1 (satu)|dan Perdesaan dalam 1 (Satu) ..
. .. dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
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. Tersedianya Laporan .
Pengendalian dan Pengawasan . Jumlah Laporan pengendalian dan
. . pengendalian dan pengawasan . .

Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Tarif kelas Ekonomi Anekutan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi

2| 15 [02(1.15[ 0003 |Orang dan Angkutan Perkotaan sxu Angkutan Orang dan Angkutan Laporan

Orang dan Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam 1 (satu) Perkotaan dan Perdesaan dalam 1
.. dan Perdesaan dalam 1 (Satu) ..
Daerah Provinsi .. (Satu) Daerah Provinsi
Daerah Provinsi

Pelaksanaan Manajemen dan

2| 15 [02(3.05 Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi
Pengawasan dan pengendalian|Terlaksananya Pengawasan dan|Jumlah Laporan Pengawasan dan
operasional terhadap|pengendalian operasional|pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk|terhadap  penggunaan  jalan|penggunaan jalan selain untuk

2 [ 15 [02]3.05|0006 [kepentingan lalu lintas di jalan|selain untuk kepentingan lalu|kepentingan lalu lintas di jalan Laporan
provinsi berkoordinasi denganl|lintas di jalan provinsi|provinsi berkoordinasi dengan
Kepolisian NegaraRepublik|berkoordinasi dengan Kepolisian|Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
Indonesia Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan

2| 15 lo2]3.16 Penyedlaan. Prasarana
Transportasi Jalan
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Penyediaan Prasarana|Tersedianya Prasarana|Jumlah  Prasarana  Transportasi

2 | 15 [02[3.16 0001 |Transportasi Terminal, Fasilitas|Transportasi Terminal, Fasilitas|Terminal, Fasilitas Pendukung dan Unit
Pendukung dan Integrasi Moda |Pendukung dan Integrasi Moda [Integrasi Moda yang Tersedia

5| 15 021316 | 0002 Penyediaan . Sistem Manajemen Tersedlanya. Sistem Manajemen|Jumlah . Sistem Manajt?men Unit
Transportasi Cerdas Transportasi Cerdas Transportasi Cerdas yang Tersedia
Pemberdayaan SDM Orang Asli

2| 15 17

0213 Papua di Bidang LLAJ

Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan|Jumlah SDM OAP yang

2 | 15 |02]3.17|0001 |SDM Orang Asli Papua di bidang|Pemberdayaan SDM OAP di|mendapatkan pembinaan dan orang
LLAJ bidang LLAJ pemberdayaan di bidang LLAJ
Pelaksanaan Manajemen dan

21 15 |102(4.05 Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi
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Pengawasan dan pengendalian|Terlaksananya Pengawasan dan|Jumlah Laporan Pengawasan dan
operasional terhadap|pengendalian operasional|pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk|terhadap  penggunaan  jalan|penggunaan jalan selain untuk

2 | 15 [02]4.05]|0006 |kepentingan lalu lintas di jalan|selain untuk kepentingan lalu|kepentingan lalu lintas di jalan Laporan
provinsi berkoordinasi denganl|lintas di jalan provinsi|provinsi berkoordinasi dengan
Kepolisian NegaraRepublik|berkoordinasi dengan Kepolisian|Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
Indonesia Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan

o | 15 lo214.16 Penyedlaan. Prasarana
Transportasi Jalan
Penyediaan Prasarana|Tersedianya PrasaranalJumlah  Prasarana  Transportasi

2 [ 15 [02]|4.16|0001 |Transportasi Terminal, Fasilitas|Transportasi Terminal, Fasilitas|Terminal, Fasilitas Pendukung dan Unit
Pendukung dan Integrasi Moda [Pendukung dan Integrasi Moda |Integrasi Moda yang Tersedia

2| 15 |0214.16 | 0002 Penyediaan . Sistem Manajemen Tersedlanya‘ Sistem Manajemen|Jumlah . Sistem Manaje.men Unit
Transportasi Cerdas Transportasi Cerdas Transportasi Cerdas yang Tersedia
Pemberdayaan SDM Orang Asli

15 (02| 4.17

2 2 Papua di Bidang LLAJ
Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan|Jumlah SDM OAP yang

2 [ 15 [02]|4.17[0001 [SDM Orang Asli Papua di bidang|Pemberdayaan SDM OAP di|mendapatkan pembinaan dan orang
LLAJ bidang LLAJ pemberdayaan di bidang LLAJ
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2| 15 lo2|6.04 Pengelolaan ‘ Terminal
Penumpang Tipe A
Penyusunan Rencana|Tersusunnya Rencana|Jumlah Dokumen Rencana

2 | 15 [02(6.04 | 0001 |Pembangunan Terminal|Pembangunan Terminal|Pembangunan Terminal Penumpang Dokumen
Penumpang Tipe A Penumpang Tipe A Tipe A

lah

2| 15 lo216.04 0003 Pengembangan . Saljana dan Berkembangnyg Sa.rana dan Jum'a Sarana dap Prasarana Unit
Prasarana Terminal Tipe A Prasarana Terminal Tipe A Terminal Tipe A yang Dikembangkan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan|Terlaksananya Rehabilitasi dan[Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas

2 [ 15 [02]6.04| 0004 [Terminal Tipe A (Fasilitas Utama|Pemeliharaan Terminal Tipe A|Utama dan Pendukung) yang Unit
dan Pendukung) (Fasilitas Utama dan Pendukung)|Terehabilitasi dan Terpelihara

- 5 - -

2| 15 |0216.04 | 0006 Penggwasan Operasmnal Terla.ksananya p(?ngawasan umlab Terr.nmal Penumpang Tipe A Laporan
Terminal Penumpang Tipe A terminal Penumpang Tipe A yang diawasi
Penyelenggaran sistem informasi|Terselenggaranya sistem|Jumlah terminal yang

2 | 15 |02]6.04| 0007 |manajemen terminal Penumpang|informasi manajemen terminallmenyelenggaran sistem informasi Unit
Tipe A Penumpang tipe A manajemen terminal tipe A
gzix?riniinan Tioe ATerm:rlr?l Terbangunnya Terminal Tipe A|Jumlah terminal Tipe A yang

21 15 |02(6.04|0008|,. pang P yang yang dilengkapi fasilitas utama|terbangun yang dilengkapi Fasilitas Unit
dilengkapi Fasilitas Utama dan o . o .

s . dan fasilitas penunjang Utama dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang
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Peningkatan Kapasitas|Terlaksana Pemenuhan|Jumlah  Kebutuhan  Kompetensi
2 | 15 [02[6.04 | 0009 |Kompetensi SDM Pengelola|Kapasitas Sumber Daya Manusia|Sumber Daya Manusia Pengelola Orang
Terminal Penumpang Tipe A Pengelola Terminal Tipe A Terminal Tipe A yang terpenuhi.
5| 15 o3 PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN
Penerbitan Izin Usaha Angkutan
Laut bagi Badan Usaha yang
Berdomisili dalam Wilayah dan
21 15 |03]1.01 Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Wilayah
Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan .
Persyaratan Perolehan Izin Tersedianya Angk}l ta}n Laut Jumlah Angkutan Laut Kewenangan
Kewenangan Provinsi dalam o .
Usaha Angkutan Laut Sistem  Pelavanan  Perizinan Provinsi dalam Sistem Pelayanan
2 | 15 [03]1.01]|0001 |Kewenangan Provinsi dalam Vs : Perizinan = Berusaha  Terintegrasi Unit
. . . Berusaha Terintegrasi Secara . .
Sistem  Pelayanan  Perizinan . .|Secara Elektronik yang memenuhi
. . Elektronik  yang  memenuhi ..
Berusaha Terintegrasi Secara ersvaratan perizinan persyaratan perizinan
Elektronik persy P
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N

03]1.01

0002

Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Usaha Angkutan Laut
Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha

Angkutan
Provinsi

Laut Kewenangan

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Laut Kewenangan Provinsi

Laporan

15

03(1.02

Penerbitan Izin Usaha Angkutan
Laut Pelayaran Rakyat bagi
Orang Perorangan atau Badan
Usaha yang Berdomisili dan
yang Beroperasi pada Lintas
Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi, Pelabuhan antar
Daerah Provinsi, dan Pelabuhan
Internasional
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Fasilitasi Pemenuhan .
._|Tersedianya  Angkutan  Laut{Jumlah Angkutan Laut Pelayaran
Persyaratan Perolehan Izin o
Pelayaran Rakyat Kewenangan|Rakyat Kewenangan Provinsi dalam
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat .. . . ..
L. Provinsi dalam Sistem Pelayanan|Sistem Pelayanan Perizinan .
21 15 |03[1.02]0001 |Kewenangan Provinsi dalam .. . . . . Unit
. .. Perizinan Berusaha Terintegrasi|Berusaha Terintegrasi Secara
Sistem  Pelayanan  Perizinan . . .
. . Secara Elektronik yang|Elektronik yang Memenuhi Syarat
Berusaha Terintegrasi Secara . .. ..
. Memenuhi Syarat Perizinan Perizinan
Elektronik
o . . __.|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Koordinasi dan  Sinkronisasi|,. o . L
Pencawasan Pelaksanaan Izin Sinkronisasi Pengawasan|Sinkronisasi Pengawasan
2 [ 15 [03]1.02[0002 g Pelaksanaan Izin Usaha|Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laporan
Usaha Angkutan Laut Pelayaran
.. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat{Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan
Rakyat Kewenangan Provinsi .. o
Kewenangan Provinsi Provinsi
Penerbitan Izin Trayek
Penyelenggaraan Angkutan
Sungai dan Danau untuk Kapal
21 15 |03]|1.03 yang Melayani Trayek antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam
Daerah Provinsi yang
Bersangkutan
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15

03(1.03

0001

Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izinangkutan Sungai dan Danau
untuk Kapal yang Melayani
Trayek Kewenangan  Provinsi
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Tersedianya Angkutan Sungai
dan Danau untuk Kapal yang
Melayani Trayek Kewenangan
Provinsi dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik yang
Memenuhi Syarat Serizinan

Jumlah Angkutan Sungai dan Danau
untuk Kapal yang Melayani Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik yang
Semenuhi Syarat Perizinan

Unit

15

03(1.03

0002

Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Usaha Angkutan Sungai dan
Danau untuk Kapal yang
Melayani Trayek Kewenangan
Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha
Angkutan Sungai dan Danau
untuk Kapal yang Melayani
Travek Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Sungai dan Danau untuk Kapal yang
Melayani Trayek Kewenangan
Provinsi

Laporan
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Penetapan Lintas Penyeberangan
dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal antar Daerah
K K

5| 15 |03l 1.04 abgpgten/ ota dalam Daerah
Provinsi yang Terletak pada
Jaringan Jalan Provinsi
dan/atau Jaringan Jalur Kereta
Api Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi|Tersedianya Data dan Informasi|Jumlah Data dan Informasi Jaringan
Jaringan Lintas Penyeberangan|Jaringan Lintas Penyeberangan|Lintas Penyeberangan dan
dan Persetujuan Pengoperasian|dan Disetujuinya Pengoperasian|Disetujuinya Pengoperasian
Angkutan Sungai, Danau dan|Angkutan Sungai, Danau dan[Angkutan Sungai, Danau dan

2 [ 15 [03]1.04|0002 [Penyeberangan antar Daerah|Penyeberangan antar Daerah|Penyeberangan antar Daerah Dokumen
Kabupaten/Kota dalam Daerah|Kabupaten/Kota dalam Daerah|Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi pada Jaringan Jalan|Provinsi pada Jaringan Jalan|Provinsi pada Jaringan Jalan
Provinsi dan/atau  Jaringan|Provinsi dan/atau  Jaringan|Provinsi dan/atau Jaringan Jalur
Jalur Kereta Api Provinsi Jalur Kereta Api Provinsi Kereta Api Provinsi




- 496 -

KODE
m ~
D |z K Z
0 (<2 <
TEHEE
NOMENKLATUR URUSAN
¢ D > 5
~ |5 S5 < 8 PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z S| U
S2zle|le | &
(B m n
2 |m
Penetapan Lintas Penyeberangan
dan Persetujuan Pengoperasian
untuk Kapal yang Melayani
211 1.
5 |03]1.05 Penyeberangan Lintas Pelabuhan
antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi|Tersedianya Data dan Informasi|Jumlah Data dan Informasi Jaringan
Jaringan Lintas Sungai, Danau|Jaringan Lintas Sungai, Danau|Lintas Sungai, Danau dan
dan Penyeberangan dan|dan Penyeberangan dan|Penyeberangan dan Disetujuinya
Persetujuan Pengoperasian|Disetujuinya Pengoperasian|Pengoperasian Angkutan Sungai,
15 |03 1.05]0003
2 Angkutan Sungai, Danau dan|Angkutan Sungai, Danau dan|Danau dan Penyeberangan Lintas Dokumen
Penyeberangan Lintas Pelabuhan|Penyeberangan Lintas Pelabuhan|Pelabuhan antar Daerah
antar Daerah Kabupaten/Kotalantar Daerah Kabupaten/Kota|Kabupaten/Kota dalam Daerah
dalam Daerah Provinsi dalam Daerah Provinsi Provinsi
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15

03]1.05

0004

Pengendalian dan Pengawasan
Jaringan Lintas Sungai, Danau
dan Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Lintas Pelabuhan
antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam Daerah Provinsi

Terkendalinya dan Terawasinya
Jaringan Lintas Sungai, Danau
dan Penyeberangan dan
terkendalinya dan terawasinya
izin persetujuan pengoperasian
angkutan Sungai, Danau dan
penyeberangan Lintas Pelabuhan
Antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam Daerah Provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan Jaringan Lintas Sungai,
Danau dan Penyeberangan dan
Jumlah Laporan Pengendalian dan
Pengawasan izin persetujuan
pengoperasian angkutan Sungai,
Danau dan penyeberangan Lintas
Pelabuhan Antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi

Laporan
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15

03[ 1.06

Penerbitan Izin Usaha Jasa
Terkait Berupa Bongkar Muat
Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
Angkutan Laut atau Peralatan
Jasa Terkait Dengan Angkutan
Laut, Tally Mandiri, dan Depo
Peti Kemas
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KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

15

03[ 1.06

0001

Pemenuhan
Perolehan Izin
Terkait Berupa
Bongkar Muat Barang, Jasa
Pengurusan Transportasi,
Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait
dengan Angkutan Laut, Tally
Mandiri, dan Depo Peti Kemas
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Fasilitasi
Persyaratan
Usaha Jasa

Dokumen terkait
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Usaha Jasa
Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi,
Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait
dengan Angkutan Laut, Tally
Mandiri, dan Depo Peti Kemas
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Tersedianya

Izin

Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin Usaha
Jasa Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi,
Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
atau Peralatan Jasa Terkait dengan
Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan
Depo Peti Kemas dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Dokumen
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Koordinasi dan  Sinkronisasi quaksgnanya Koordinasi ~ dan Jumlah Laporan Koordinasi dan
._|Sinkronisasi Pengawasan|. L
Pengawasan Pelaksanaan Izin . Sinkronisasi Pengawasan
: Pelaksanaan Izin Usaha Jasa . .
Usaha Jasa Terkait Berupa . Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait
Terkait Berupa Bongkar Muat
Bongkar Muat Barang, Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa
Pengurusan Transportasi Barang, Jasa Pengurusan Pengurusan Transportasi, Angkutan
2] 15 |03|1.06|0002 . | Transportasi, Angkutan Perairan . ’ Laporan
Angkutan Perairan Pelabuhan, Perairan Pelabuhan, Penyewaan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
Penyewaan Peralatan Angkutan Peralatan Angkutan Laut atau
..|Angkutan Laut atau Peralatan .
Laut atau Peralatan Jasa Terkait . Peralatan Jasa Terkait dengan
Jasa Terkait dengan Angkutan ..
dengan Angkutan Laut, Tally .. Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan
.. . Laut, Tally Mandiri, dan Depo .
Mandiri, dan Depo Peti Kemas . Depo Peti Kemas
Peti Kemas
Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang
Kelas Ekonomi dan Kendaraan
21 15 |03|1.07 Beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi
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Analisis Tarif Angkutan|Terlaksananya Analisis Tarif|[Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif
Penyeberangan Penumpang|Angkutan Penyeberangan|Angkutan Penyeberangan
Kelas Ekonomi dan Kendaraan|Penumpang Kelas Ekonomi dan|Penumpang Kelas Ekonomi dan

2| 15 [03|1.07 (0001
Beserta Muatannya pada Lintas|Kendaraan Beserta Muatannya|Kendaraan Beserta Muatannya pada Dokumen
Penyeberangan antar Daerah|pada Lintas Penyeberangan|Lintas Penyeberangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota Antar Daerah Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi|Tersedianya Data dan Informasi|Jumlah Data dan Informasi Tarif
Tarif Angkutan Penyeberangan|Tarif Angkutan Penyeberangan|Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan|Penumpang Kelas Ekonomi dan|Penumpang Kelas Ekonomi dan

1 1.07

2 5 |03 1.0710002 Kendaraan Beserta Muatannya|Kendaraan Beserta Muatannya|Kendaraan Beserta Muatannya pada Dokumen
pada  Lintas Penyeberangan|pada  Lintas Penyeberangan|Lintas Penyeberangan antar Daerah
antar Daerah Kabupaten/Kota |antar Daerah Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota
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Jumlah L dali d
Pengendalian dan Pengawasan|Terkendalinya dan Terawasinya v aporan pe.n seldatan can
) ) pengawasan Tarif Angkutan
Tarif Angkutan Penyeberangan|Tarif Angkutan Penyeberangan
) ) Penyeberangan Penumpang Kelas
Penumpang Kelas Ekonomi dan|Penumpang Kelas Ekonomi dan .
2| 15 [03]1.07|0003 Ekonomi dan Kendaraan Beserta Laporan
Kendaraan Beserta Muatannya|Kendaraan Beserta Muatannya .
) ) Muatannya pada Lintas
pada  Lintas Penyeberangan|pada  Lintas Penyeberangan
Penyeberangan antar Daerah
antar Daerah Kabupaten/Kota |antar Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja
2| 15 [03(1.08 (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional
Pelaksanaan Penyusunan
Tersusunnya Rencana Induk dan|Jumlah Dokumen Rencana Induk
Rencana Induk dan Daerah . . . .
Linekunean Keria Daerah Lingkungan Kerjaldan Daerah Lingkungan Kerja
21 15 |03|1.08]|0001 & & . X (DLKR)/Daerah Lingkungan [(DLKR)/Daerah Lingkungan Dokumen
(DLKR)/Daerah Lingkungan . .
. Kepentingan (DLKP) Pelabuhan|Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Pengumpan Regional guinp & gump &
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Penetapan Kebijakan dan|Ditetapkannya Kebijakan dan|Jumlah Dokumen Penetapan
Sosialisasi Rencana Induk dan|Tersosialisasinya Rencana Induk|Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Daerah Lingkungan Kerja|dan Daerah Lingkungan Kerja|lnduk dan Daerah Lingkungan Kerja
1 1. .
2 5 |03 1.08)0002 (DLKR)/Daerah Lingkungan|(DLKR)/Daerah Lingkungan|(DLKR)/Daerah Lingkungan Dokumen
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan|Kepentingan (DLKP) Pelabuhan|Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Pengendalian Pelaksanaan|Terkendalinya Pelaksanaan|Jumlah Laporan Pengendalian
Rencana Induk dan Daerah|Rencana Induk dan Daerah|Pelaksanaan Rencana Induk dan
Lingkungan Kerja|Lingkungan Kerja|Daerah Lingkungan Kerja
1 1. .
2 5 |03 10810003 (DLKR)/Daerah Lingkungan [(DLKR)/Daerah Lingkungan|(DLKR)/Daerah Lingkungan Laporan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan|Kepentingan (DLKP) Pelabuhan|Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan
15 (03] 1.09
2 Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional
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Fasilitasi Pemer'lu.han Tersedianya . Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Pengumpan
Persyaratan Perizinan|Pengumpan Regional Yang| o ional vane Memenuhi Persvaratan
2] 15 |03[1.09]|0001 [Pembangunan dan|Memenuhi Persyaratan Perizinan g . yang Y Unit
) Perizinan Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan|Pembangunan dan .
. . Pengoperasian
Pengumpan Regional Pengoperasian
Jumlah Pelabuh P
2| 15 lo3|1.09|0002 Pembangunan . Pelabuhan|Terbangunnya ' Pelabuhan uma elabuhan engumpan Unit
Pengumpan Regional Pengumpan Regional Regional yang Terbangun
Pencoperasian dan Pemeliharaan Terlaksananya Pengoperasian|Jumlah Pelabuhan Pengumpan
2| 15 |03]1.09]|0003 &P } dan Pemeliharaan Pelabuhan|Regional yang Beroperasi dan Unit
Pelabuhan Pengumpan Regional . .
Pengumpan Regional terpelihara
Pengawasan Pen rasian|Terawasinya Pen rasian Jumlah Laporan pengawasan
2 | 15 |03|1.09|0004 | TEAWES engoperasian ferawasiny CNEOPETASIAN | pe  soperasian Pelabuhan|  Laporan
Pelabuhan Pengumpan Regional [Pelabuhan Pengumpan Regional .
Pengumpan Regional
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan|Terpenuhinya Fasilitas|Jumlah Fasilitas Pelayanan
2 | 15 [03(1.09 0005 |Angkutan pelabuhan|Pelayanan Angkutan Pelabuhan|Angkutan Pelabuhan Pengumpan Unit
Pengumpan Regional Pengumpan Regional Regional yang Tersedia
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Pembangunan dan Penerbitan
Izin Pelabuhan Sungai dan
21 15 |03(1.10 Danau yang Melayani Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi N Pemenuhan|Tersedianya Pelabuhan Sunga% Jumlah Pelabuhan Sungai dan
Persyaratan Perizinan Pelabuhan|dan Danau yang Melayani . .
Suneai dan Dan nolTravelk Lint Daerah Danau yang Melayani Trayek Lintas
2 | 15 |03|1.10|0001 |[PV1E2 . & gau yang, raye as aetal iy aerah Kabupaten/Kota dalam 1 Laporan
Melayani Trayek Lintas Daerah|Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) ..
.. .| (satu) Daerah Provinsi yang
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)|Daerah Provinsi yang memenuhi . ..
.. . memenuhi persyaratan perizinan
Daerah Provinsi persyaratan perizinan
Pembangunan Pelabuhan Sungai|Terbangunnya Pelabuhan Sungai|Jumlah Pelabuhan Sungai dan
dan Danau yang Melayanildan Danau yang Melayani|Danau yang Melayani Trayek Lintas
2| 15 [03(1.10| 0002 |Trayek Lintas Daerah|Trayek Lintas Daerah|Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Unit
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)|Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)|(satu) Daerah Provinsi yang
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Terbangun
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15

03

1.10

0003

Pengoperasian dan Pemeliharaan
Pelabuhan Sungai dan Danau
yang Melayani Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Terlaksananya Pengoperasian
dan Pemeliharaan Pelabuhan
Sungai dan Danau  yang
Melayani Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Jumlah Pelabuhan Sungai dan
Danau yang Melayani Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi yang
dilakukan Pengoperasian dan
Pemeliharaan

Unit

15

03

1.10

0006

Peningkatan Kompetensi Personil
di bidang Angkutan Sungai dan
Danau

Meningkatnya
Personil bidang
Sungai dan Danau

Kompetensi
Angkutan

Jumlah Personil yang ditingkatkan
kompetensinya dan tersertifikasi

Orang

15

03

1.10

0007

Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Personil di bidang
Pengoperasian & Pemeliharaan
Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Meningkatnya Kompetensi
Personil bidang Pengoperasian &
Pemeliharaan Pelabuhan Sungai
dan Danau

Jumlah Personil yang ditingkatkan
kompetensinya dan tersertifikasi

Orang

15

03

1.10

0008

Pengawasan Pengoperasian
Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang Melayani
Trayek antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Terawasinya Pengoperasian
Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang Melayani
Trayek antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Jumlah Laporan Pengawasan
Pengoperasian Pelabuhan Sungai,
Danau dan Penyeberangan yang
Melayani Trayek antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Laporan
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Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Terpenuhinya Fasilitas
. |Pelayanan Angkutan Pelabuhan
Angkutan Pelabuhan Sungai, . s
Danau dan Penyeberangan yang Sungai, Danau dan|Jumlah Fasilitas Pelayanan
2| 15 [03(|1.10| 0009 . . Penyeberangan yang Melayani|Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau Unit
Melayani Trayek Lintas Daerah . .
Trayek Lintas Daerah|dan Penyeberangan yang Tersedia
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
o Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi o
Daerah Provinsi
Penerbitan Izin Usaha untuk
2| 15 |03|1.11 Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan Regional
Fasilitasi Pemenuhgn Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin[Pemenuhan Persyaratan .
) Persyaratan Perolehan Izin Usaha
Usaha untuk Badan Usaha|Perolehan Izin Usaha untuk .
. .Juntuk Badan Usaha Pelabuhan di
Pelabuhan di Pelabuhan(Badan Usaha Pelabuhan di .
2| 15 [03|1.11 (0001 . . Pelabuhan  Pengumpan  Regional Dokumen
Pengumpan  Regional dalam|Pelabuhan Pengumpan Regional . .
) .. . dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Sistem  Pelayanan  Perizinan|dalam Sistem Pelayanan . .
) ) . . .|Berusaha Terintegrasi Secara
Berusaha Terintegrasi Secara|Perizinan Berusaha Terintegrasi .
) i Elektronik
Elektronik Secara Elektronik
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Koordinasi dan  Sinkronisasi|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Pengawasan Pelaksanaan Izin|Sinkronisasi Pengawasan |Sinkronisasi Pengawasan
2| 15 |03|1.11|0002 |untuk Badan Usaha Pelabuhan|Pelaksanaan Izin Untuk Badan|Pelaksanaan Izin Untuk Badan Laporan
di Pelabuhan Pengumpan|Usaha Pelabuhan di Pelabuhan|Usaha Pelabuhan di Pelabuhan
Regional Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Penerbitan Izin Pengembangan
2| 15 |03(1.12 Pelabuhan untuk Pelabuhan
Pengumpan Regional
Fasilitasi Pemenuhan Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Pemenuhan
._|Pemenuhan Persyaratan .
Persyaratan Perolehan Izin . Persyaratan Perolehan Izin
Perolehan Izin Pengembangan
Pengembangan Pelabuhan untuk Pengembangan Pelabuhan untuk
: Pelabuhan untuk Pelabuhan .
2 | 15 [03(1.12 0001 |Pelabuhan Pengumpan Regional ) Pelabuhan  Pengumpan  Regional Dokumen
. Pengumpan  Regional dalam . .
dalam Sistem Pelayanan|,. .. dalam Sistem Pelayanan Perizinan
.. . .|Sistem  Pelayanan  Perizinan . .
Perizinan Berusaha Terintegrasi . . Berusaha Terintegrasi Secara
. Berusaha Terintegrasi Secara .
Secara Elektronik . Elektronik
Elektronik
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. . . . _.|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Koordinasi dan  Sinkronisasi|,. .. . .
Pencawasan Pelaksanaan Izin Sinkronisasi Pengawasan|Sinkronisasi Pengawasan
2] 15 |03|1.12]|0002 Pengemban an Pelabuhan Untuk Pelaksanaan Izin Pengembangan|Pelaksanaan Izin Pengembangan Laporan
& & . Pelabuhan Untuk Pelabuhan|Pelabuhan Untuk Pelabuhan
Pelabuhan Pengumpan Regional . .
Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Penerbitan Izin Pengoperasian
5| 15 o3l 113 Pelabuhan Selama 24 Jam
untuk Pelabuhan Pengumpan
Regional
Fasilitas]
astiitasl Pemenuhe?n Tersedianya Pelabuhan
Persyaratan Perolehan Izin . Jumlah  Pelabuhan Pengumpan
) Pengumpan Regional yang . .
Pengoperasian Pelabuhan ) .°|Regional yang memenuhi Persyaratan
memenuhi Persyaratan Izin|. . .
Selama 24 Jam untuk . Izin Pengoperasian Selama 24 Jam )
2| 15 |103]1.13|0001 ) Pengoperasian Selama 24 Jam . .. Unit
Pelabuhan Pengumpan Regional . dalam Sistem Pelayanan Perizinan
. dalam Sistem Pelayanan . .
Dalam Sistem Pelayanan .. . .|Berusaha Terintegrasi Secara
.. . .|Perizinan Berusaha Terintegrasi .
Perizinan Berusaha Terintegrasi . Elektronik
. Secara Elektronik
Secara Elektronik
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. . . . __.|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Koordinasi dan  Sinkronisasi|,. . . o
._|Sinkronisasi Pengawasan|Sinkronisasi Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan Izin . .
. Pelaksanaan Izin Usaha|Pelaksanaan Izin Usaha
2] 15 |03|1.13]|0002 |Usaha Pengoperasian Pelabuhan . . Laporan
Pengoperasian Pelabuhan|Pengoperasian Pelabuhan Selama 24
Selama 24 Jam untuk
Pelabuhan Peneumpan Recional Selama 24 Jam Untuk|Jam untuk Pelabuhan Pengumpan
gump & Pelabuhan Pengumpan Regional |Regional
Penerbitan Izin Pekerjaan
2115 |03(1.14 Pengerukan di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Regional
e Tersusunnya Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Pemenuhan
. |Pemenuhan Persyaratan . .
Persyaratan Perolehan Izin ) ] Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan
. R Perolehan Izin Pekerjaan . . .
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah R . Pengerukan di Wilayah Perairan
. Pengerukan di Wilayah Perairan .
2 [ 15 [03]1.14|0001 (Perairan Pelabuhan Pengumpan . Pelabuhan  Pengumpan  Regional Dokumen
. . Pelabuhan Pengumpan Regional . .
Regional dalam Sistem . dalam Sistem Pelayanan Perizinan
.. dalam Sistem Pelayanan . .
Pelayanan Perizinan Berusaha|_ . . . .|Berusaha Terintegrasi Secara
. . . Perizinan Berusaha Terintegrasi .
Terintegrasi Secara Elektronik i Elektronik
Secara Elektronik
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Koordinasi dan  Sinkronisasi|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Pengawasan Pelaksanaan Izin|Sinkronisasi Pengawasan |Sinkronisasi Pengawasan
2 | 15 |03]1.14| 0002 |Pekerjaan Pengerukan di Wilayah|Pelaksanaan Izin = Pekerjaan|Pelaksanaan Izin Pekerjaan Laporan
Perairan Pelabuhan Pengumpan|Pengerukan di Wilayah Perairan|Pengerukan di Wilayah Perairan
Regional Pelabuhan Pengumpan Regional |Pelabuhan Pengumpan Regional
Penerbitan Izin Reklamasi di
2| 15 [03(1.15 Wilayah  Perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional
e Tersusunnya Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan
._|Pemenuhan Persyaratan|Jumlah Dokumen pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin . ) . . .
.. . . Perolehan Izin Reklamasi di|Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi
Reklamasi di Wilayah Perairan|_ . . . . :
: Wilayah  Perairan Pelabuhan|di Wilayah Perairan Pelabuhan
2] 15 |03[1.15]|0001 |Pelabuhan Pengumpan Regional } . . Dokumen
. Pengumpan  Regional dalam|Pengumpan Regional dalam Sistem
dalam Sistem Pelayanan|,. .. ..
.. . .|Sistem  Pelayanan  Perizinan|Pelayanan Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Terintegrasi . . . . .
. Berusaha Terintegrasi Secara|Terintegrasi Secara Elektronik
Secara Elektronik .
Elektronik
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. . . . __.|Terlaksananya Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan
Koordinasi dan  Sinkronisasi|,. o . S
Pencawasan Pelaksanaan Izin Sinkronisasi Pengawasan |Sinkronisasi Pengawasan
2| 15 [03(1.15| 0002 g . g . . Pelaksanaan Izin Reklamasi di|Pelaksanaan Izin Reklamasi di Laporan
Reklamasi di Wilayah Perairan|_ . . . .
: Wilayah  Perairan Pelabuhan|Wilayah Perairan Pelabuhan
Pelabuhan Pengumpan Regional . .
Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Penerbitan Izin  Pengelolaan
Terminal untuk Kepentingan
2| 15 [03(1.16 Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional
e s Tersusunnya Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan
._|Pemenuhan Persyaratan|Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin . .
. Perolehan Izin Pengelolaan|Persyaratan Perolehan Izin
Pengelolaan  Terminal untuk . . .
. . .|Terminal untuk Kepentingan|Pengelolaan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dil i\ (TUKS) di dalam|Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
15 |03 ] 1.
2 1.1610001 |dalam DLKR/DLK.P Pelabuhan DLKR/DLKP Pelabuhan|DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Dokumen
Pengumpan  Regional dalam . . .
. .. Pengumpan  Regional dalam|Regional dalam Sistem Pelayanan
Sistem = Pelayanan = Perizinan|_. .. .. . .
. . Sistem  Pelayanan  Perizinan|Perizinan  Berusaha  Terintegrasi
Berusaha Terintegrasi Secara . . .
. Berusaha Terintegrasi Secara|Secara Elektronik
Elektronik .
Elektronik
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Koordinasi dan  Sinkronisasi T.erlaksa.nan.ya Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan

._|Sinkronisasi Pengawasan| . L
Pengawasan Pelaksanaan Izin ) Sinkronisasi Pengawasan
. Pelaksanaan Izin Pengelolaan .
Pengelolaan  Terminal untuk . . Pelaksanaan Izin Pengelolaan

2] 15 |03|1.16| 0002 . .. .|Terminal untuk Kepentingan . . .. Laporan
Kepentingan Sendiri (TUKS) di Sendiri (TUKS) di Dal Terminal untuk Kepentingan Sendiri
dalam DLKR/DLKP Pelabuhan|® oo L PA@MNTUKS)  di Dalam  DLKR/DLKP
Pengumpan Regional DLKR/DLKP Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Regional

gump & Pengumpan Regional sump &
Penetapan Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja

2| 15 [03(3.08 (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional
Koordinasi penetapan rencana|Terlaksananya penetapan|Jumlah Laporan penetapan rencana
rinci tata ruang kawasan dilrencana rinci tata  ruang|rinci tata ruang kawasan di sekitar

i 1 h . . .

5 | 15 lo3l3.08 0004 [5€ itar pe abuhan d(?ngan kawasan di sek1ta.r pelabuhan pelabuhan. dengan memperhatikan Laporan
memperhatikan rencana induk|dengan memperhatikan rencana|rencana induk pelabuhan dan
pelabuhan dan rencana induk|induk pelabuhan dan rencanalrencana induk pelabuhan nasional
pelabuhan nasional induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan
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Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang
21 15 |03(3.10 Kelas Ekonomi dan Kendaraan
Beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antar D
Pengendalian dan Pengawasan|Terkendalinya dan TerawasinyalJumlah laporan pengendalian dan
Tarif Angkutan sungai dan|Tarif Angkutan sungai dan|pengawasan Tarif Angkutan sungai
2 [ 15 [03]3.10[ 0006 [danau Yang Melayani Trayek|danau Yang Melayani Trayek|dan danau Yang Melayani Trayek Laporan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota|Lintas Daerah Kabupaten/Kota|Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2| 15 |03l3.17 Pemberd.ayaan SDM Orang Asli
Papua Bidang Pelayaran
Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan|Jumlah SDM OAP yang
2 | 15 |03]3.17|0001 |SDM Orang Asli Papua Bidang|Pemberdayaan SDM OAP Bidang|mendapatkan pembinaan dan orang
Pelayaran Pelayaran pemberdayaan Bidang Pelayaran
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031]4.08

Penetapan Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional

15

031]4.08

0004

Koordinasi penetapan rencana
rinci tata ruang kawasan di
sekitar pelabuhan dengan
memperhatikan rencana induk
pelabuhan dan rencana induk
pelabuhan nasional

Terlaksananya penetapan
rencana rinci tata  ruang
kawasan di sekitar pelabuhan
dengan memperhatikan rencana
induk pelabuhan dan rencana
induk pelabuhan nasional

Jumlah Laporan penetapan rencana
rinci tata ruang kawasan di sekitar
pelabuhan dengan memperhatikan
rencana induk pelabuhan dan
rencana induk pelabuhan nasional
yang dilaksanakan

Laporan

15

031]4.10

Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang
Kelas Ekonomi dan Kendaraan
Beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antar D
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Pengendalian dan Pengawasan|Terkendalinya dan Terawasinya|Jumlah laporan pengendalian dan
Tarif Angkutan sungai dan|Tarif Angkutan sungai dan|pengawasan Tarif Angkutan sungai
2 [ 15 [03|4.10[ 0007 [danau Yang Melayani Trayek|danau Yang Melayani Trayek|dan danau Yang Melayani Trayek Laporan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota|Lintas Daerah Kabupaten/Kota|Lintas Daerah = Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi [dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
o | 15 |03l4.17 Pemberd.ayaan SDM Orang Asli
Papua Bidang Pelayaran
Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan|Jumlah SDM OAP yang
2 [ 15 [03]|4.17[0001 [SDM Orang Asli Papua Bidang|Pemberdayaan SDM OAP Bidang|mendapatkan pembinaan dan orang
Pelayaran Pelayaran pemberdayaan Bidang Pelayaran
5| 15 |04 PROGRAM PENGELOLAAN
PENERBANGAN
5| 15 loal3.01 Penyediaan Sarang dan
Prasarana Transportasi
Pengusulan rute penerbangan|Penetapan rute penerbangan
Jumlah Rut b b k.
21 15 |04(3.01|0003 |baru ke dan dari Daerah di|lbaru ke dan dari Daerah di ura . ute pen‘er.angan al‘*u . © Rute
. .. . .. dan dari Daerah di wilayah provinsi
wilayah provinsi wilayah provinsi
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Koordinasi dan sosialisasi|Terlaksananya koordinasi dan|Jumlah koordinasi dan sosialisasi
daerah lingkungan kepentingan|sosialisasi daerah lingkungan|daerah  lingkungan  kepentingan

2 | 15 [04]3.01|0004 |bandar udara untuk menjamin|kepentingan bandar udara untuk|bandar udara untuk menjamin Kegiatan
keselamatan dan keamanan|menjamin keselamatan dan|keselamatan dan keamanan bandar
bandar udara keamanan bandar udara udara
Koordinasi Penyediaan|Terlaksananya Koordinasi|Jumlah Laporan Koordinasi

2| 15 lo4l3.01 10005 akse51b.111tas dan utilitas untuk Pepyedlaan aksesibilitas .dan Penyediaan al?ses1b1htas dan utilitas Laporan
menunjang pelayanan bandar|utilitas untuk menunjang|untuk menunjang pelayanan bandar
udara pelayanan bandar udara udara yang Tersedia

2|1 15 |04(3.01]| 0006 |Pengelolaan Bandara Terkelolanya Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Terkelola Unit

5| 15 loal3.01 0007 Penyediaan Sarana dan|Tersedianya Fasilitas Bandar Jumlal"l Fasilitas Bandar Udara yang Unit
Prasarana Bandara Udara Tersedia

2 | 15 ]04]3.02 Pembangunan Bandar Udara

Jumlah b
2 |1 15 |04(3.02]| 0002 |Pembangunan Bandar Udara Terbangunnya bandar udara vma andar udara yang Unit
terbangun
Penyediaan Infrastruktur|Tersedianya infrastruktur|Jumlah infrastruktur penunjang .
15 [04(3.02 | 0003

2 2 Penunjang Bandar Udara penunjang Bandar Udara Bandar Udara yang terbangun Unit/Paket
Koordinasi dan sosialisasi Terl.ak'san.a nya  koordinasi dan Jumlah koordinasi dan sosialisasi )

2 | 15 |04 (3.02| 0004 sosialisasi pembangunan Kegiatan
pembangunan bandar udara bandara pembangunan bandar udara
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Penyusunan Dokumen
21 15 |04|3.03 Perencanaan Bidang
Penerbangan
Rek . . . 3 .
5| 15 loal3.03l0001 |RE omendasi penetapan lokasi|Tersedianya . rekomendasi umlgh rekomendasi  penetapan Dokumen
bandar udara penetapan lokasi bandar udara |lokasi bandar udara
Koordinasi penetapan rencana terlaksananya K.oo1jd1nas1 Jumlah Laporan Koordinasi
. .|penetapan rencana rinci tata .
rinci tata ruang kawasan di ) ) penetapan rencana rinci tata ruang
. ruang kawasan di sekitar bandar . .
sekitar bandar wudara dengan . kawasan di sekitar bandar udara
2| 15 |04(3.03|0002 . . udara dengan memperhatikan . Laporan
memperhatikan rencana induk . dengan memperhatikan rencana
. rencana induk bandar udara dan|.
bandar udara dan rencana induk . ) induk bandar udara dan rencana
. rencana induk nasional bandar|. .
nasional bandar udara induk nasional bandar udara
udara
Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Terlaksananya sosialiasi
2| 15 |04]3.03|0003 Pelaksanaan Dokumen|Jumlah Dokumen yang tersosialisasi Dokumen
Perencanaan
Perencanaan
Pengendalian Pelaksanaan|Terlaksananya Pengendalian
2 |1 15 |04|3.03]|0004 |Penyusunan Dokumen|Pelaksanaan Penyusunan|Jumlah Dokumen yang terkendali Dokumen
Perencanaan Dokumen Perencanaan
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Pemberdayaan SDM Orang Asli

2| 15 ]04]3.04 Papua di Bidang Penerbangan

Jumlah SDM OAP

Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan muerrrll dz atkan embinaan y 2:5

2 | 15 |04 (3.04|0001 |SDM Orang Asli Papua di bidang|Pemberdayaan SDM OAP di p P . . orang

. pemberdayaan di bidang
Penerbangan bidang Penerbangan
Penerbangan

2| 15 lo4|3.05 Penyelenggaraan pelayanan jasa
kebandarudaraan
Pembentukan UPTD|Terbentuknya UPTD|Jumlah Unit UPTD penyelenggara
Penyelenggara Bandar Udara|penyelenggara Bandar Udara|Bandar Udara yang belum

2 | 15 |04]3.05|0001 |yang belum diusahakan secaralyang belum diusahakan secara|diusahakan secara komersil untuk Unit
komersil untuk pelayanan jasa|komersil untuk pelayanan jasa|pelayanan jasa kebandarudaraan
kebandarudaraan kebandarudaraan yang terbentuk
Koordinasi Pelayanan Jasa Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi

2] 15 |04(3.05]|0002 Pelayanan Jasa Dokumen
Kebandarudaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Kebandarudaraan

2| 15 lo4]3.06 Penyelenggaraan pelayanan jasa

kebandarudaraan
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15

04

3.06

0001

Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Besaran Tarif Jasa
Kebandarudaraan untuk bandar
udara yang diselenggarakan oleh
Unit  Penyelenggara  Bandar
Udara Pemerintah Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah
tentang Taif Jasa
Kebandarudaraan untuk bandar
udara yang diselenggarakan oleh
Unit  Penyelenggara  Bandar
Udara Pemerintah Daerah

Jumlah Peraturan Daerah tentang
Taif Jasa Kebandarudaraan untuk
bandar udara yang diselenggarakan
oleh Unit Penyelenggara Bandar
Udara Pemerintah Daerah yang
Tersusun

Dokumen

15

04

3.08

Penyediaan Infrastruktur
Perkeretaapian Yang Terintegrasi
Sesuai dengan Kewenangan
Provinsi

15

04

3.08

0001

Penyediaan Infrastruktur
Perkeretapaian Yang Terintegrasi
Sesuai dengan Kewenangan
Provinsi

Tersedianya Infrastruktur
Perkeretapaian Yang Terintegrasi
Sesuai dengan Kewenangan
Provinsi

Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian
Yang Terintegrasi yang disediakan

Unit

15

04

3.08

0002

Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Infrastruktur Perkeretapian Yang
Terinstegrasi  Sesuai dengan

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Infrastruktur
Perkeretapian Yang Terinstegrasi
Sesuai dengan Kewenangan
Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyediaan
Infrastruktur Perkeretapian Yang
Terinstegrasi yang Dilaksanakan
Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Laporan
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Pemberdayaan SDM Orang Asli
2| 15]04]3.10 Papua Bidang Perkeretaapian
Jumlah SDM OAP
Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan muerrrll di atkan embinaan y ZLZE
2] 15 |04(3.10|0001 |[SDM Orang Asli Papua Bidang|Pemberdayaan SDM OAP Bidang P P . orang
X } pemberdayaan Bidang
Perkeretaapian Perkeretaapian .
Perkeretaapian
5| 15 loal4.01 Penyediaan Sarang dan
Prasarana Transportasi
Pengusulan rute penerbangan|Penetapan rute penerbangan
. . . .|Jumlah Rut b k
2 | 15 [04(4.01|0003 |baru ke dan dari Daerah dilbaru ke dan dari Daerah di vra . ute pen.er'angan ba1.‘u . © Rute
) .. . .. dan dari Daerah di wilayah provinsi
wilayah provinsi wilayah provinsi
Koordinasi dan sosialisasi|Terlaksananya koordinasi dan|Jumlah koordinasi dan sosialisasi
daerah lingkungan kepentingan|sosialisasi daerah lingkungan|daerah  lingkungan  kepentingan
2 | 15 [04]4.01]|0004 |bandar udara untuk menjamin|kepentingan bandar udara untuk|bandar udara untuk menjamin Kegiatan
keselamatan dan keamanan|menjamin keselamatan dan|keselamatan dan keamanan bandar
bandar udara keamanan bandar udara udara
Koordinasi Penyediaan|Terlaksananya Koordinasi|Jumlah Laporan Koordinasi
- . P . Kksesibili -
o | 15 |04!4.01|0005 aksesﬂ@htas dan utilitas untuk Pepyedlaan aksesibilitas .dan enyediaan a 'se31b1 itas dan utilitas Laporan
menunjang pelayanan bandar|utilitas untuk menunjang|untuk menunjang pelayanan bandar
udara pelavanan bandar udara udara yang Tersedia
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2 | 15 [04(4.01 0006 |Pengelolaan Bandara Terkelolanya Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Terkelola Unit
o | 15 loal4.01 0007 Penyediaan Sarana dan|Tersedianya Fasilitas Bandar Jumlab Fasilitas Bandar Udara yang Unit
Prasarana Bandara Udara Tersedia
2 | 15 104]14.02 Pembangunan Bandar Udara
lah
2|1 15 |104(4.02]| 0002 |Pembangunan Bandar Udara Terbangunnya bandar udara Jumla bandar udara yang Unit
terbangun
Penyediaan Infrastruktur|Tersedianya infrastruktur|Jumlah infrastruktur penunjang .
15 [04|4.02 [ 0003
2 2 Penunjang Bandar Udara penunjang Bandar Udara Bandar Udara yang terbangun Unit/Paket
Koordinasi dan sosialisasi Terl.ak.san'anya koordinasi dan Jumlah koordinasi dan sosialisasi )
2 | 15 |04 (4.02]| 0004 sosialisasi pembangunan Kegiatan
pembangunan bandar udara pembangunan bandar udara
bandara
Penyusunan Dokumen
21 15 104|4.03 Perencanaan Bidang
Penerbangan
5 | 15 |044.03| 0001 Rekomendasi penetapan lokasi|Tersedianya ‘ rekomendasi Jumlgh rekomendasi  penetapan Dokumen
bandar udara penetapan lokasi bandar udara |lokasi bandar udara
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Koordinasi penetapan rencana terlaksananya K.oo1jd1na51 Jumlah Laporan Koordinasi
. .|penetapan rencana rincit tata .
rinci tata ruang kawasan di ) ) penetapan rencana rincl tata ruang
. ruang kawasan di sekitar bandar . .
sekitar bandar udara dengan . kawasan di sekitar bandar udara
2] 15 |04(4.03|0002 . . udara dengan memperhatikan . Laporan
memperhatikan rencana induk . dengan memperhatikan rencana
. rencana induk bandar udara dan|.
bandar udara dan rencana induk . ) induk bandar udara dan rencana
. rencana induk nasional bandar|. .
nasional bandar udara induk nasional bandar udara
udara
Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Terlaksananya sosialiasi
2 | 15 |04]4.03]|0003 Pelaksanaan Dokumen|Jumlah Dokumen yang tersosialisasi Dokumen
Perencanaan
Perencanaan
Pengendalian Pelaksanaan|Terlaksananya Pengendalian
21 15 |04[4.03]| 0004 |Penyusunan Dokumen|Pelaksanaan Penyusunan|Jumlah Dokumen yang terkendali Dokumen
Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pemberdayaan SDM Orang Asli
2| 15 |04]4.04 Papua di Bidang Penerbangan
. . Jumlah SDM OAP
Pembinaan dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan dan muer;l daa atkan embinaan Y EZIgl
21 15 |04[4.04|0001 |[SDM Orang Asli Papua di bidang|Pemberdayaan SDM OAP di P P . . orang
) pemberdayaan di bidang
Penerbangan bidang Penerbangan
Penerbangan
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2| 15 lo4|4.05 Penyelenggaraan pelayanan jasa
kebandarudaraan
Pembentukan UPTD|Terbentuknya UPTD|Jumlah Unit UPTD penyelenggara
Penyelenggara Bandar Udara|penyelenggara Bandar Udara|Bandar Udara yang belum
2 | 15 |04]4.05|0001 |yang belum diusahakan secaralyang belum diusahakan secara|diusahakan secara komersil untuk Unit
komersil untuk pelayanan jasa|komersil untuk pelayanan jasa|pelayanan jasa kebandarudaraan
kebandarudaraan kebandarudaraan yang terbentuk
. . Terlaksananya Koordinasi . .
2 | 15 |04!4.05|0002 Koordinasi Pelayanan Jasa Pelayanan Jasa Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen
Kebandarudaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
Kebandarudaraan
2| 15 lo4|4.06 Penyelenggaraan pelayanan jasa
kebandarudaraan
Penyusunan Peraturan Daerah|Tersusunnya Peraturan Daerah|Jumlah Peraturan Daerah tentang
tentang Besaran Tarif Jasa|tentang Taif Jasa|Taif Jasa Kebandarudaraan untuk
K .
2| 15 |04 !4.06|0001 ebandarudaljaan untuk bandar Kebandaruda'raan untuk bandar|bandar ufiara yang diselenggarakan Dokumen
udara yang diselenggarakan oleh|udara yang diselenggarakan oleh|oleh Unit Penyelenggara Bandar
Unit  Penyelenggara  Bandar|Unit = Penyelenggara  Bandar|Udara Pemerintah Daerah yang
Udara Pemerintah Daerah Udara Pemerintah Daerah Tersusun
5| 15 |os PROGRAM PENGELOLAAN
PERKERETAAPIAN
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